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ABSTRAK : -

CATATAN :

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius
yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa,
kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta
lingkungan yang secara langsung akan menghambat
pembangunan, dan semakin meningkatnya intensitas kejadian
kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten
Pemalang maka diperlukan pengaturan yang melibatkan peran
serta masyarakat. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan
keselamatan bangunan gedung adalah persyaratan kemampuan
bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya
kebakaran merupakan kemampuan bangunan gedung untuk
melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui
sistem proteksi pasif dan/atau sistem proteksi aktif;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun
2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23
Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005; PP
No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Pemalang No. 2 Tahun 2005;
Perda Kab. Pemalang No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Pemalang
No. 22 Tahun 2016; Perda Kab. Pemalang No. 23 Tahun 2016;
Perda Kab. Pemalang No. S Tahun 2019.

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan sistematika sebagai
berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang
Lingkup, 4. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, 5.
Penanggulangan Bahaya Kebakaran, 6. Penanganan Kebakaran,
7. Pembinaan dan Pengawasan, 8. Peran Serta dan Pemberdayaan
Masyarakat, 9. Kerjasama Penanggulangan Kebakaran, 10.
Pembiayaan, 11. Larangan, 12. Penyidikan, 13. Ketentuan Pidana,
14. Ketentuan Penutup.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Juli
2019
Terdiri atas 41 Pasal.



